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BAB  IV 

TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT 

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus 

Masjid Jami Miftâhussalam di Desa Jayamukti Kecamatan 

Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya) 

 

A. Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat menurut Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Wakaf  adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan 

hasilnya untuk kemaslahatan umum. Dalam pandangan umum harta tersebut 

adalah milik Allah, sehingga wakaf bersifat abadi dan tidak dapat dicabut 

kembali. Harta wakaf itu sendiri ditahan atau dikakukan (immobilized) 

sehingga tidak dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan.
108

  

Dengan dijadikannya tanah hak milik menjadi harta wakaf, maka 

milik yang bersangkutan menjadi hapus. Akan tetapi, tanahnya tidak 

menjadi tanah negara, melainkan memperoleh status yang khusus sebagai 

tanah wakaf, yang diatur oleh hukum Islam.
109, 110 

Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 

memaparkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku 
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sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 

bersangkutan. Sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat berarti bahwa 

keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya oleh hakim sebagai 

keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian 

yang lain yang membuktikan sebaliknya, dalam hal yang demikian maka 

pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar.
111

 
 

Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa dalam hal 

atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama 

orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 

baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 

mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 

tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat 

itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 

sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 

penerbitan sertifikat tersebut. 

 

1. Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat menurut Hukum Islam 

Aset publik adalah kekayaan yang menjadi hak milik  semua orang 

atau segologan manusia dan hak pemanfaatannya dapat dinikmati oleh 
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mereka semua tanpa monopoli atau dieksploitasi secara sepihak untuk 

kepentingan pribadi. Dengan kata lain, aset publik dapat dinikmati oleh 

seluruh komponen masyarakat atau seluruh anggota kelompok tertentu 

(yang memilikinya), tanpa ada penyempitan hak prerogatif pada satu 

individu.
112

 

Aset publik yang dimiliki secara khusus oleh segolongan anggota 

masyarakat atau organisasi. Pemanfaatan aset ini dilakukan sesuai 

kebutuhan. Pengelolaan aset jenis ini ditangani oleh pemerintah atau 

sejumlah orang yang ditunjuk di bawah pengawasan negara sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. Contoh aset publik jenis ini adalah 

fasilitas umum, sumber daya alam, harta wakaf, aset organisasi, aset 

sindikat profesi, aset klub, dan aset-aset sejenis. Aset Publik diakui legalitas 

hukumnya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, sunah, dan konsesus 

fuqaha. Allah swt berfirman: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS. Al-Hasyr : 7).
113

 

Islam memberikan perhatian secara khusus terhadap perlindungan aset 

dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya pemanfaatan aset publik 

adalah hak semua orang, sehingga penyimpangan aset ini sama halnya 

dengan melanggar kemaslahatan orang banyak. Syariat Islam pun telah 

memuat aturan dan prinsip yang berfungsi untuk melindungi aset publik, 

akan tetapi sayangnya, syariah Islam malah disingkirkan, dan sebagai 
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gantinya diterapkanlah undang-undang dan sistem peraturan konvensional 

(hukum positif).
114

 

Islam telah memuat kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip 

dasar yang jika diterapkan maka aset publik dapat digunakan sebesar-

besarnya untuk kemaslahatan semua pihak. Islam telah mengharamkan 

setiap bentuk penyimpangan atas aset ini seperti pencurian, penggelapan, 

penggelembungan anggaran, pengkhianatan amanah (kepercayaan), 

pelanggaran sumpah jabatan, penyalahgunaan jabatan untuk mengeruk 

keuntungan pribadi, perusakan, pemborosan anggaran, penyia-nyiaan 

waktu, eksploitasi aset publik untuk kepentingan pribadi dan golongan dan 

sejenisnya.
115

 

Prosedur Islam dalam melindungi aset publik memfokuskan diri 

kepada nilai-nilai keimanan (rohani), moralitas yang baik, jalan yang lurus 

sesuai dengan aturan dan dasar syariah Islam dalam melindungi aset publik, 

sebagaimana Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk memahami 

lapangan pekerjaan (usahanya). Di samping itu, Islam juga mewajibkan 

pencatatan harta dan mendokumentasikannya dalam lembaran kertas, 

catatan resmi (dokumen), dan membukukan laporannya sesuai fiqh 

manajemen keuangan.
116

 

Allah swt telah mewajibkan pencatatan transaksi harta benda dalam 

ayat terpanjang Al-Quran yang disebut juga dengan istilah “ayat 
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mudayanah” (utang piutang) yaitu Surat Al-Baqarah ayat 282. Ada 

sejumlah pengertian yang terkandung dalam penafsiran ayat ini, diantaranya 

yang berkaitan dengan perlindungan aset. Al-Qurthubi mengatakan, 

“Perintah mencatat transaksi harta benda sangat penting bagi upaya 

perlindungannya, sekaligus untuk menghilangkan kebimbangan. Jika 

memang orang yang terbelit utang benar-benar bertakwa, maka catatan 

tersebut tidak akan membahayakannya. Jika tidak, maka catatan adalah 

penanda ke-tsiqah-an agama mereka dan kebutuhan pemilik hak”.
117

 

Para mufassir menegaskan, ayat ini termasuk sarana-sarana 

pengharapan yang terbesar untuk memegang teguh prosedur Allah dalam 

mencatat transaksi harta benda. Bahkan menurut pendapat yang paling rajih 

(kuat atau benar), pencatatan ini hukumnya wajib, bukan sunah lagi.
118

 

Akan tetapi penegakannya tersebut akan berjalan secara efektif atau 

tidak, sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:
119

 

i. Harapan-harapan masyarakat, yaitu apakah penegakan hukum tersebut 

sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat. 

ii. Adanya motivasi dari mayarakat untuk melaporkan terjadinya 

perbuatan melanggar hukum, kepada organ-organ penegak hukum 

tersebut. 

iii. Kemampuan dan kewibawaan daripada organ-organ penegak hukum. 
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Sehingga menurut Hukum Islam, pencatatan perbuatan wakaf dalam 

hal ini termasuk pembuatan sertifikat wakaf tanah merupakan salah satu 

bentuk upaya perlindungan dan menghilangkan kebimbangan terhadap harta 

wakaf sebagai aset publik. Namun pencatatan tersebut bukan merupakan 

suatu unsur yang wajib dilaksanakan, dalam hal ini tidak berpengaruh 

terhadap status sah atau tidaknya suatu perbuatan wakaf.   

  

2. Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat menurut Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Pasal 32 UU Wakaf merinci bahwa PPAIW atas nama Nazhir 

mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Ketentuan 

tersebut berlaku untuk wakaf yang dilaksanakan setelah diundangkannya 

UU Wakaf ini. Apabila PPAIW tidak mendaftarkan harta wakaf tersebut, 

maka dapat dikenakan sanksi administatif berupa peringatan tertulis atau 

penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW 

(Pasal 68 UU Wakaf). Sedangkan untuk wakaf yang dilakukan sebelum 

diberlakukan UU Wakaf, wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 

lima tahun sejak UU Wakaf diundangkan. Sehingga perbuatan wakaf 

menurut UU Wakaf adalah wajib untuk didaftarkan. 

Tidak terdapat sanksi bagi nazhir atau wakif yang tidak mendaftarkan 

harta wakafnya kepada pejabat terkait (BPN untuk wakaf tanah), karena 

kewajiban untuk mendaftarkan wakaf tanah merupakan tanggung jawab dari 
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PPAIW. Bahkan berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah 

No. 28 Tahun 1977, pelanggaran akan ketentuan untuk mendaftarkan tanah 

dapat dikenakan sanksi pidana terhadap PPAIW berupa hukum kurungan 

atau denda. Namun baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi tersebut 

baru dapat dikenakan apabila nazhir mengajukan berkas permohonan 

pendaftaran harta wakaf kepada PPAIW dan tidak diteruskan oleh PPAIW 

ke pejabat terkait.  

Kewajiban untuk mendaftarkan harta wakaf ke BPN menurut 

peraturan merupakan tanggung jawab PPAIW, namun tetap diperlukan 

peran aktif dari nazhir (dan wakif) untuk melaporkan harta wakaf (untuk 

perbuatan mewakafkan sebelum diundangkannya UU Wakaf) dan 

melakukan ikrar wakaf di majelis wakaf yang dihadiri oleh PPAIW (untuk 

perwakafan setelah adanya UU Wakaf).   

Kewajiban untuk mendaftarkan harta wakaf tersebut tidak 

mempengaruhi status sah atau tidaknya suatu perbuatan wakaf karena 

perbuatan wakaf dianggap sah apabila dilaksanakan menurut syariah (Pasal 

2 UU Wakaf) dan wakaf yang telah diikrarkan tersebut tidak dapat 

dibatalkan (Pasal 3 UU Wakaf). Hanya saja dalam buku tanah harta benda 

wakaf tersebut masih berstatus hak atas tanah dari wakif dan tidak akan 

terdaftar dalam register umum wakaf yang tersedia pada Kantor Departemen 

Agama dan BWI. 
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B. Status dan Akibat Hukum dari Masjid Jami Miftâhussalam yang Tidak 

Memiliki Sertifikat Wakaf. 

1. Status dari Masjid Jami Miftâhussalam yang Tidak Memiliki Sertifikat 

Wakaf 

Perwakafan tanah dari Masjid Jami Miftâhussalam terjadi pada tahun 

1940, pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai wakaf di 

Indonesia, seperti UU Wakaf maupun Peraturan Pemerintah tentang 

Perwakafan Tanah Milik, sehingga sepenuhnya hanya mengacu pada syariat 

Islam. 

Pasal 69 UU Wakaf terdapat ketentuan peralihan yang merinci bahwa 

wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum 

diundangkannya UU Wakaf dinyatakan sah sebagai wakaf. Selanjutnya 

wakaf tersebut wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama lima tahun 

sejak UU Wakaf diundangkan. Sedangkan untuk ketentuan lainnya, dapat 

mengacu pada Pasal 70, yaitu semua peraturan yang mengatur mengenai 

perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau 

belum diganti dengan peraturan yang baru. 

Baik menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, perbuatan wakaf yang dilakukan oleh wakif dengan mewakafkan 

Masjid Jami Miftâhussalam pada tahun 1940 dinyatakan sah, karena telah 

memenuhi persyaratan sahnya perbuatan wakaf menurut syariah (ketentuan 

Pasal 2 UU Wakaf), yaitu adanya wakif yang memenuhi persyaratan, harta 

benda yang diwakafkan (tanah dan bangungan dari Masjid Miftâhussalam) 
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yang merupakan milik penuh dari wakif, pengucapan ikrar/sighat wakaf 

(disebutkan pula mengenai tujuan wakaf yaitu untuk keluarga dan 

kesejahteraan masyarakat dengan jangka waktu selama-lamanya) di hadapan 

saksi yang memenuhi persyaratan dan disaksikan oleh mauquf ‘alaih  

(ulama setempat). 

Namun berdasarkan UU Wakaf, wakaf tersebut wajib untuk 

didaftarkan paling lama lima tahun semenjak UU Wakaf diundangkan, 

sehingga seharusnya Masjid Jami Miftâhussalam telah didaftarkan ke BPN 

oleh nazhir melalui Kepala KUA Kecamatan Leuwisari (PPAIW) paling 

lambat tahun 2009. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam 

Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang 

menyatakan bahwa tanah wakaf merupakan salah satu objek pendaftaran 

tanah untuk pertama kali.   

Ketentuan mengenai pendaftaran tanah juga diatur dalam Pasal 16 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dijelaskan bahwa perwakafan 

tanah milik yang terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, 

oleh nazhir yang bersangkutan harus didaftarkan kepada KUA Kecamatan 

setempat. Sehingga seharusnya tanah wakaf Masjid Jami Miftahussalam 

telah didaftarkan bahkan sebelum diundangkannya UU Wakaf (tahun 2004).  

Selama Masjid Jami Miftâhussalam tidak didaftarkan ke Badan 

Pertanahan Nasional untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf, maka dalam 

daftar umum Kantor Pertanahan masih didokumentasikan sebagai hak atas 

tanah yaitu hak milik atas nama wakif bukan tanah wakaf atas nama nazhir. 
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Selain itu, Masjid Jami Miftâhussalam tidak akan terdaftar dalam register 

umum wakaf Departemen Agama dan BWI. 

Ikrar wakaf tanah Masjid Miftâhussalam pada tahun 1940 dilakukan 

secara lisan sehingga tidak terdapat dokumen tertulis telah terjadinya 

peristiwa wakaf (AIW), sebagai gantinya dapat diajukan pembuatan Akta 

Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Seperti yang dijelaskan pada Pasal 

31 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, perbuatan wakaf 

yang belum dituangkan dalam AIW sedangkan perbuatan wakaf sudah 

diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan dua orang saksi serta 

AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia maka 

dibuat APAIW. Permohonan pembuatan APAIW dapat diajukan oleh 

permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda 

wakaf, apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka 

kepala desa setempat wajib meminta pembuatan APAIW kepada PPAIW. 

Adanya AIW/APAIW sangat penting karena merupakan salah satu 

persyaratan dokumen yang harus dilampirkan ketika mendaftarkan tanah ke 

BPN, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 merinci bahwa pembuktian untuk pendaftaran tanah wakaf 

adalah dengan adanya AIW. 

Pasal 58 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 lebih lanjut 

menjelaskan bahwa wakaf tanah yang telah diwakafkan secara sah menurut 

syariah tetapi belum terdaftar sebagai benda wakaf, dapat didaftarkan  

dengan ketentuan dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris 
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wakif atau nazhir dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang terdapat 

kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut dan dikukuhkan 

dengan penetapan pengadilan. 

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam pendaftaran harta wakaf 

adalah tidak lengkap atau tidak adanya bukti tertulis kepemilikan tanah. 

Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merinci bahwa dalam hal 

bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian 

kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan 

yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat 

Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.  

Berbagai kitab Fiqh Islam menepatkan pembahasan mengenai 

perwakafan ini dalam rumpun yang berbeda, misalnya T.M. Hasbi Ash-

Shiddieqy memasukannya dalam bagian ibadah (di antara zakat dan puasa), 

sedangkan Asy-Syaukaniy dan Ash-Shan’aniy meletakan di antara 

pembahasan masalah-masalah muamalah (hukum perdata).
120

 

Prof. Muchsin menyatakan bahwa dalam upaya memelihara harta 

benda wakaf dan menjaganya agar tetap ada, tidak rusak, dan tidak hilang, 

berdasarkan tujuan umum dan muktamar Hukum Islam, yaitu pemeliharaan 

harta benda wakaf sebagai bagian dari pemeliharaan harta benda, hifzh al-

mal, maka benda-benda wakaf yang ada, tetapi belum ada AIW-nya dapat 

diajukan itsbat/pengesahan wakaf kepada Pengadilan Agama dan 

produknya berupa penetapan. Pembuatan aturan (hukum) yang demikian 
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dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan istishlahi. Di samping itu, 

penetapan juga dapat dibuat berdasarkan analogi, yaitu dengan 

menganalogikannya kepada itsbat nikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat 2 

KHI. Hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian hakim adalah apabila 

suatu benda dinyatakan sebagai wakaf berdasaran ijma sukuti, lalu pada 

waktu-waktu berikutnya ada pengakuan seseorang tentang benda wakaf itu 

sebagai miliknya, maka hakim harus berani menyatakan bahwa benda wakaf 

yang diakui miliknya itu benar-benar sebagai benda wakaf. Pengucapan 

ikrar wakaf dilakukan di depan PPAIW dan perwakafan tanah tersebut 

hanya dapat dibuktikan dengan adanya AIW setelah diucapkan oleh wakif. 

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau tanah wakaf tersebut tidak 

mempunyai AIW dan belum bersertifikat sedangkan wakif sudah 

meninggal. Maka dalam hal inilah peran Pengadilan Agama dapat 

memberikan penetapan wakaf yang diajukan oleh nazhir dan penetapan 

tersebut dapat menjadi bahan untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf.
121

 

 

2. Akibat Hukum dari Masjid Jami Miftâhussalam yang Tidak Memiliki 

Sertifikat Wakaf 

Akibat hukum dari Masjid Jami Miftâhussalam yang tidak memiliki 

sertifikat wakaf adalah tidak adanya alat bukti otentik yang kuat yang 

menjadi bukti bahwa Masjid Jami Miftâhussalam merupakan tanah wakaf, 
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sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak harta wakaf 

tersebut.  

Tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dapat dilindungi suatu 

asas dalam hukum perdata yaitu asas itikad baik. Asas tersebut terdapat 

dalam Pasal 1388 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik. 

Asas itikad baik juga terdapat pada Al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 58: 

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari 

suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada 

mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang berkhianat.”  

 

Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ditetapkan 

bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan 

untuk jangka waktu selama-lamanya, namun tidak menutup kemungkinan 

terjadinya sengketa. Pada umumnya sifat dari sengketa adalah adanya 

pengaduan yang mengandung pertentangan hak atas tanah maupun hak-hak 

lain atas suatu kesempatan/prioritas atau adanya suatu ketetapan yang 

merugikan dirinya. 

Adapun dasar hukum bagi penyelesaian sengketa wakaf dapat dilihat 

dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
122

 

i. Pasal 226 KHI menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan 

sepanjang yang menyangkut benda wakaf dan nazhir diajukan kepada 
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Pengadilan Agama setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pasal tersebut di atas memberikan 

kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaiakan 

perselisihan mengenai benda wakaf dan nazhir. Kata “perselisihan” 

pada pasal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa masalah 

(perkara) wakaf dan nazhir merupakan perkara contentius, sehingga 

perkara wakaf merupakan perkara contentius, sedangkan wakaf yang 

tidak diperselisihkan tidak dianggap sebagai perkara contentius 

sehingga bukan perkara, sekalipun tidak menimbulkan sengketa pada 

masa-masa sesudahnya. 

ii. Pasal 62 ayat 2 UU Wakaf menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa 

perwakafan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila 

tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui: 

- Mediasi, cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan 

pihak ketiga/mediator yang disepakati oleh para pihak yang 

bersengketa). Takdir Rahmadi (Hakim Agung/Ketua Pokja 

Mediasi) berpendapat bahwa mediasi sama dengan musyawarah 

mufakat/perundingan. 

- Arbitrase, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar 

peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 
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Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif  Penyelesaian Sengketa). 

- Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. 

iii. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan 

kembali kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara 

sengketa wakaf sebagaimana disebutkan dalam: 

- Pasal 49 undang-undang tersebut yang berbunyi: Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) 

waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) 

shadaqah, dan (i) ekonomi syariah. Dengan demikian, sengketa 

jenis apa pun yang berkaitan dengan wakaf, harus diselesaikan 

oleh Peradilan Agama. 

- Penjelasan Pasal 50 ayat 2 untuk penyelesaian sengketa hak 

milik atau sengketa lain dijelaskan bahwa ketentuan tersebut 

memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus 

memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait 

dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal tersebut apabila 

subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam, hal 

ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu 

penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau 
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keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang 

merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. 

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik 

atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek 

bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama 

ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke 

pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan 

dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah 

mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan 

gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang 

sama dengan sengketa di pengadilan agama.  
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